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PENDAHULUAN  

Anggaran pendapatan merupakan estimasi penerimaan (estimated revenue) yang diperkirakan 

akan diterima dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran belanja merupakan pagu anggaran 

belanja yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran 

(appropriation)". HIngga detik ini penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu 

instrumen yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional. Indonesia 

sangat tergantung pada pendapatan dari pajak, karena hampir 80% sumber Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Banyak upaya pemerintah dalam melakukan reformasi 

perpajakan, salah satunya sumber pajak dalam negeri yang di lakukan perubahan dan penyesuaian 

kebijakan dalam rangka meningkatkan desentralisasi fiskal Adapun, penyesuaian kebijakan 

desentralisasi fiskal ini tercantum pada Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).UU HKPD salah satunya 

mengeluarkan pengaturan mengenai pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), dalam mengatur berbagai 

pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah. PBJT merupakan jenis pajak yang 

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.  

Wajib pajak merasa terbebani dengan kenaikan tarif pajak yang di tetapkan, sejauh ini tidak 

dipungkiri timbul kendala dan hambatan yang merintangi upaya pemerintah dalam menghimpun 

penerimaan negara dari sektor pajak daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah 

dalam hal ini Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan 

kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan penegakan  hukum  di  bidang  

perpajakan  (tax law enforcement) karena hal ini memberikan pengaruh terhadap perilaku dari wajib 

pajak, pada gilirannya dapat menciptakan dampak secara tidak langsung pada tingkat kepatuhan wajib 
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It is hoped that the formation of tax intelligence at the DKI Jakarta Provincial 

Revenue Agency can increase the effectiveness of the role and function of tax 

intelligence in implementing efforts to increase tax revenues, especially through 

law enforcement actions. However, there is an imbalance of power and tax 

intelligence resources in carrying out control and supervision of taxpayer 

business activities in the DKI Jakarta province. The aim of this research is to 

analyze and evaluate the Implementation of Tax Intelligence Policy in 

Supporting Efforts to Explore PBJT Tax Potential in the Regional Revenue 

Agency of DKI Jakarta Province. The research approach that the author uses is 

a qualitative research approach with a descriptive research pattern. The 

conclusions of this research are The implementation of the Tax Intelligence 

Policy has not been fully capable of supporting efforts to explore PBJT Tax 

Potential in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province due to a lack 

of adequate employee resources and unavailability of operational budget 

resources in the tax intelligence process which results in less than optimal 

exploration. PBJT potential. However, as far as the implementation of 

communication in the tax intelligence policy has been going well, the disposition 

is shown by the attitude of employees who are honest, committed and responsible 

as well as a bureaucratic structure that is in accordance with the provisions of 

SOPs and the fragmentation of authority that is capable of being held 

accountable by each tax intelligence officer. 
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pajak. Selain itu melakukan upaya ekstensifikasi terhadap objek-objek pajak baru serta melakukan 

mapping dan mitigasi sebagai langkah preventif kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Salah 

satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemanfaatan peran intelijen perpajakan.Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembentukan tim Intelijen perpajakan di akhir 

tahun 2022 serta penyidik pajak atau PPNS di tahun 2020. Pembentukan intelijen pajak ini dibentuk 

mengikuti pola yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di tingkat pemerintah pusat yang 

membedakan pelaksanaan kegiatan intelijen awalnya hanya berada di kantor pusat dan belum 

memiliki perpanjangan di masing-masing kantor wilayah kota administrasi (Suku Badan Pendapatan 

Kota Administrasi).  

Dalam konteks Bapenda DKI Jakarta, optimalisasi intelijen pajak dapat mengeksplorasi 

bagaimana intelijen perpajakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengumpulkan 

pajak, merespons ketidakpatuhan, serta meminimalkan pelanggaran dan penghindaran pajak. Dengan 

demikian, penelitian dapat memberikan wawasan strategis bagi Bapenda DKI Jakarta dalam 

menghadapi tantangan penerimaan pajak yang optimal. khususnya melalui penggalian potensi 

sumber-sumber pajak daerah. Mengingat berkurangnya jumlah penerimaan pajak PBJT dalam dua 

tahun terakhir dan banyaknya jumlah piutang pajak PBJT di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian 

ini penulis menemukan fenomena lain dimana ditemukan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan 

sumber daya intelijen pajak dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pada kegiatan usaha 

wajib pajak di provinsi DKI Jakarta.  

Kendati memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan dapat di buktikan adanya penyelewengan 

pajak, namun pada realita di Iapangan upaya pengawasan sering terkendala masalah wilayah yuridiksi 

karena wajib pajak maupun penanggung pajak dapat berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta. Adanya 

fenomena permasalahan ini akan mempengaruhi penerimaan pajak PBJT di Provinsi DKI Jakarta, 

sehingga keberadaan intelijen  pajak diharapkan  dapat  memberikan  peran  aktif dalam mendukung 

upaya penggalian potensi pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.Disini peran 

intel perpajakan dibutuhkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang lebih komprehensif 

dibandingkan dengan petugas pajak biasa yang hanya mengandalkan informasi yang terlihat atau yang 

diakui oleh wajib pajak. Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan intelijen 

pajak memiliki tanggung jawab besar agar dapat berperan aktif mendukung penggalian potensi pajak 

PBJT. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan meneliti tentang implementasi intelijen pajak 

dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian 

Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta”. 

KAJIAN TEORI  

Analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara mengurai, 

membedakan, memilih dengan cara mengurai komponen-komponen pembentukannya untuk dikaji 

lebih lanjut. Penelitian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

sebenarnya. Menurut Sugiono (2022:335) mengatakan bahwa “Analisis adalah sebuah kegiatan untuk 

mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap suatu untuk menemukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan 

keseluruhannya. Menurut Andi Prastowo (2019:16) menyatakn bahwa “ Menganalisis merupakan 

proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagimana hubungan antar 

bagian dan antar setiap bagian dan struktur keseluruhannya”. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2020:203) menyatakan bahwa “ Analisis merupakan kempuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-

bagian yang menjadi unsur pokok”. Menurut Jogiyanto (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2021: 1) “Analisis 

dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.  

Sedangkan Komarudin (Angelina, Ghita, 2017:10) mengemukakan bahwa analisis adalah 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal 

tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang padu. Suwarto (2013:24) menyatakan bahwa “Analisis adalah usaha untuk 

menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunannya dan menentukan hubungan antara 
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bagian-bagian tersebut dan hubungan-hubungan antar bagian bagian tersebut dengan materi tersebut 

dengan keseluruhan”. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu 

kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau 

komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap 

bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini penulis memanfaatkan data lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses 

penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang 

dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Dalam hal kali ini 

yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang akan di teliti dengan metode kualitatif adalah 

Analisis Kebijakan Implementasi Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak 

PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan pola penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, 

perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk 

bahasa dan kata - kata (Moleong, 2019).Penulis juga secara langsung melaksanakan wawancara 

dengan para informan / narasumber yang bersangkutan, melakukan observasi secara langsung dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan Analisis 

Kebijakan Implementasi Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggalian potensi pajak adalah upaya yang dilakukan untuk menyetarakan pembayaran pajak 

berdasarkan potensi pajak yang dimiliki wajib pajak agar seluruh potensi tersebut dapat terealisasi. 

Penggalian potensi pajak berguna untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan 

kepatuhan pembayaran pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak negara, dalam rangka 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Bapenda Provinsi DKI Jakarta selaku instanso yang 

berwenang melakukan pemungutan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya 

penggalian potensi penerimaan pajak daerah sebagaimana di atur dalam hubungan keuangan antar 

pusat dan daerah. Berkaitan dengan penggalian potensi pajak, intelijen pajak memiliki peran krusial 

dalam menilai efektivitas serta efisiensi lembaga perpajakan khususnya dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.  

Kewenangan pelaksanaan kegiatan intelijen pajak daerah Bapenda Provinsi DKI Jakarta 

dikelola Bidang Pendapatan Pajak II yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, 

ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, PBJT makanan 

dan/atau minuman, PBJT perhotelan, PBJT Jasa kesenian dan hiburan, PBJT Jasa tenaga listrik, PBJT 

jasa parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pelaksanaan penindakan pajak daerah. 

Bentuk kewenangan tersebut berupa pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, hingga proses 

penegakan hukum pajak. Bapenda Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang berwenang  melakukan 

pemungutan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya penggalian potensi 

pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD, terutama kondisi saat ini dengan adanya perubahan 

regulasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antar Pusat dan Daerah. Melalui pendekatan intelijen perpajakan diharapkan dapat 

mengakomodir dan mendukung upaya fiskus mengurangi tax gap yang ada. Salah satunya dengan 

mencari potensi objek pajak daerah baru, serta pertimbangan bagi pimpinan organisasi dalam 

menentukan arah kebijakan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBJT 

Bapenda Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari penggalian potensi melalui kebijakan intelijen 
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pajak pada tahun 2023 s.d. 2024 masing-masing diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp. 

22.348.625.278 dan Rp. 12.193.891.391. Jika dibandingkan dengan total penerimaan PBJT tahun 

2023 s.d. 2024 sebesar Rp. 4.599.773.278.280 dan Rp. 8.316.139.011.525 memang belum signifikan 

hanya sebesar 0,49% namun data tersebut dapat digunakan sebagai data benchmarking sekaligus 

pertimbangan bagi unit pengelola di tingkat wilayah agar melakukan analisa kewajaran pembayaran 

pajak terhadap objek sejenis sesuai kewenangan wilayah.  

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan intelijen pajak untuk 

menggali potensi PBJT, berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta khususnya tim 

intelijen pajak. Salah satunya menjalankan peran deteksi dini (early warning) dengan melakukan 

pengumpulan data dan/atau informasi terhadap perkembangan dunia usaha, memanfaatkan 

penggunaan teknologi digital seperti open source intelligence (OSINT) sebagai data benchmarking 

maupun profiling objek pajak untuk memitigasi resiko kemungkinan terjadinya penghindaran pajak 

serta kewajaran omset suatu objek. Kemudian upaya lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia 

adalah dengan penambahan/rekrutmen pegawai baru khusus intelijen pajak yang memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumber 

daya manusia yang sering menjadi hambatan. 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan maka dapat di simpulkan :  

1. Implementasi kebijakan intelijen pajak belum sepenuhnya mampu pendukung upaya penggalian 

potensi PBJT di Badan Pendapatan Daerah  Provinsi DKI Jakarta karena kurangnya kecukupan 

sumber daya pegawai dan tidak tersedianya sumber daya anggaran operasional dalam proses 

intelijen pajak yang berakibat pada belum optimalnya penggalian potensi PBJT. Namun sejauh di 

implementasikan komunikasi dalam kebijakan intelijen pajak sudah berjalan dengan baik, disposisi 

ditunjukan dengan sikap pegawai yang jujur, berkomitmen dan bertanggung jawab serta Struktur 

Birokrasi yang sesuai dengan ketentuan SOP maupun fragmentasi wewenang yang mampu di 

pertanggung jawabkan oleh setiap petugas intelijen pajak 

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi 

Pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah  Provinsi DKI Jakarta di sebabkan karena imbas dari 

revolusi industri keempat (4.0), kekurangan personil/petugas intelijen perpajakan, keterbatasan 

anggaran operasional dan Tax Gap dalam PBJT dengan cara identitas palsu pemegang rekening 

keuangan 

3. Upaya mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya 

Penggalian Potensi Pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah  Provinsi DKI Jakarta dilakukan 

dengan peran deteksi dini (early warning) , rekrutmen pegawai baru khusus intelijen pajak, 

pengelolaan anggaran yang lebih efisien dialokasikan dengan prioritas kebijakan intelijen 

perpajakan, penguatan profil  untuk memantau dan menganalisis kondisi para wajib pajak PBJT 

dan Perbaikan database akan dengan memperkuat data awal penggalian potensi pajak, 

penghitungan potensi dan tax gap wajib pajak. 
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